SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6871);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
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Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017
tentang  Fasilitasi Pencegahan  Penyalahgunaan
Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali

Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Buleleng Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Desa adalah Desa di Daerah.

Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimna dimaksud dalam Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di
wilayah Daerah.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang selanjutnya
disingkat BNNK adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas,
fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan.

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia
yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada
Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak
atau melawan hukum.

Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan
secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan
dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
penyalahgunaan Narkotika.

Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang
ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN
adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan Narkotika
yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dalam rangka
mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga negara dari
ancaman bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh
Penyalah Guna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya
dan/atau orang tua atau wali dari Penyalah Guna Narkotika yang

belum cukup umur.
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16. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah
pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh
pemerintah.

17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara
terpadu untuk membebaskan Penyalah Guna dari ketergantungan
Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan Penyalah Guna
Narkotika, psikotropika, dan =zat adiktif lainnya dapat kembali
melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

19. Pasca Rehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan
pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu Narkotika,
Penyalah Guna Narkotika, dan korban Penyalah Guna Narkotika setelah
menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, yang

merupakan bagian integral dalam rangkaian rehabilitasi.

BAB II
RENCANA AKSI

Pasal 2

(1) Rencana Aksi Daerah P4GN merupakan dokumen perencanaan yang
menjadi pedoman dalam upaya P4GN dalam bentuk arah kebijakan dan
strategi, serta program kegiatan.

(2) Bupati, Camat, dan Perbekel menyusun rencana aksi Daerah P4GN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.

(3) Rencana aksi Daerah P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
(1) Pelaksanaan rencana aksi Daerah P4GN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilaporkan secara berjenjang.
(2) Bupati melaporkan pelaksanaan rencana aksi Daerah P4GN kepada
Gubernur.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan

setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 November 2024
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 5 Nopember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.
GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001
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